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Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus
pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi
kependudukan, dan penghapusan diskrimi-
nasi serta masalah-masalah kebangsaan,
demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS
ingin memfasilitasi dan mendorong ber-
kembangnya berbagai pemikiran ilmiah
mengenai isu-isu tersebut sekaligus mem-
publikasikan kajian dan penelitian mengenai
hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengun-
dang para pakar, akademisi, peneliti, pe-
merhati, dan aktivis di bidang kewargane-
garaan, administrasi kependudukan, dan
penghapusan diskriminasi serta masalah-
masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum
untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS
terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan
Indonesia (IKI)

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan
yang bergerak di bidang pengkajian, peneli-
tian, penyebaran informasi, pendidikan
dan pemberdayaan masyarakat, serta
advokasi di bidang kewarganegaraan,
administrasi kependudukan dan pengha-
pusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan
pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari sete-
lah disahkannya UU Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Repu-
blik Indonesia. Yayasan IKI didirikan
oleh sejumlah tokoh yang memiliki per-
hatian dan komitmen terhadap isu-isu
kewarganegaraan, administrasi kependu-
dukan, dan upaya penghapusan diskriminasi.
Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif
dalam mendukung penyelesaian masalah-
masalah kewarganegaraan, administrasi
kependudukan, dan diskriminasi yang masih
dialami oleh sebagian warga masyarakat dan
kelompok masyarakat tertentu.
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Masyarakat Muslim di Bali:
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email: wisnuest@gmail.com

ABSTRAK

Kedatangan masyarakat luar Bali dengan agama dan kultur berbeda direkognisi
sebagaimana kawula setempat pada masa klasik. Relasi kawula gusti membentuk
kecenderungan akulturasi budaya hingga sinkretisme spiritual, dan membentuk
Muslim Bali. Pada era kolonial, Belanda mengambilalih posisi gusti dari puri,
sekaligus memisahkan Bali dan bukan-Bali melalui desa adat dan dinas. Di sisi lain
perkembangan pendidikan Islam turut membentuk masyarakat muslim yang lebih
ortodok, dan mempertebal pemisahan. Pendatang muslim setelah proses ini disebut
Muslim Baru. Desa dinas menguat sejak masa kolonial hingga orde baru. Namun seiring
desentralisasi di era reformasi, desa dinas menjadi sekedar administrasi dengan daya
tawar politik yang lemah. Kewarganegaraan Muslim Bali maupun Muslim Baru seolah
harus berhadapan dengan bentuk kekawulaan baru atas nama adat, antara krama wed,
krama tamiu, dan tamiu. Warganegara di luar orang Bali beragama Hindu digolongkan
sebagai tamiu dalam konteks desa adat. Sehingga dalam hal partisipasi dan redistribusi
masyarakat adat memiliki posisi lebih baik dari masyarakat dinas. Demikian halnya
Muslim Bali memiliki posisi lebih baik karena memiliki kekuasaan otonom melalui
“desa adatnya”. Sedangkan Muslim Baru tanpa “desa adat” hanya menjadi anggota desa
dinas yang bersifat administratif, dengan partisipasi terbatas sehingga berpengaruh
terhadap aspek redistribusi.

Kata Kunci: Muslim, Bali, Kawula, Warganegara

ABSTRACT

The arrival of outsiders with different religious and cultural backgrounds during Bali’s
classical era was equally recognized as the local subjects. The patron-client relationships
during this period led to a tendency towards cultural acculturation and, to some extent,
spiritual syncretism which shaped Muslim-Bali. In the colonial era, the Dutch then took
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the position of patron from the Puri, separating Balinese and non-Balinese through desa
adat and dinas. Meanwhile, the development of Islamic education has led to orthodoxy,
thus completely separating the two communities. Muslim immigrants after this process
are called Muslims Baru. Desa dinas had a better position during the colonial to the
New Order period. However, with the decentralization process, desa dinas have become
mere administrations with weak political bargaining. Balinese-Muslim and Muslims
Baru citizenship seems to have to deal with a new form of citizenship in the name of
customary tradition, between krama wed, krama tamiu, and tamiu. Non-Balinese
Hindu citizens are classified as tamiu in the context of desa adat. Therefore, in terms
of participation and redistribution, indigenous communities have a better position
than those in dinas. Similarly, Balinese-Muslims have a better position because of the
autonomous power through their “desa adat” Meanwhile, Muslims Baru without “desa
adat” are only members of administrative desa dinas, with limited participation, thus

affecting the redistribution aspect.

Keywords: Muslim, Bali, Subject, Citizen

Pendahuluan

Perubahan lanskap keagamaan di
Pulau Jawa terjadi sejak akhir abad ke-
lima belas, dengan runtuhnya kerajaan
Majapahit. Satu abad kemudian para
penguasa Jawa mulai mengadopsi aga-
ma Islam, sementara Bali tetap den-
gan keagamaannya yang bercorak Siwa
dan Buddha sebagaimana dipraktik-
kan di Majapahit. Perubahan lanskap
keagamaan tersebut juga mendorong
terjadinya migrasi sebagian elit dari
Jawa beserta pengikutnya yang meno-
lak perubahan ke wilayah Bali (Graaf &
Pigeaud 1985). Namun di Bali sendiri
berdasarkan tradisi lisan yang bersum-
ber dari Babad Dalem, diyakini bahwa
kedatangan pertama orang-orang Jawa
beragama Islam dimulai abad keempat
belas, kemudian bermukim di sekitar
Puri Klungkung.

Menurut kajian (Mashad 2014)
maupun (Diana 2016) disimpulkan
bahwa Islam masuk ke Bali pada
masa kepemimpinan Hayam Wuruk
di Majapahit yakni antara tahun 1350
hingga 1389 dengan latar politik.
Sedangkan (Saidi & Anshori 2013)
lebih mempersempit rentang tersebut,
dengan manyatakan bahwa hal tersebut
terjadi pada masa kepemimpinan Dalem
Ketut Ngalesir, yang berkuasa di Bali
antara 1380 hingga 1460. Jauh sebelum
masa Majapahit berbagai temuan
arkeologi membuktikan bahwa telah
terjadi interaksi melalui perdagangan
rempah dalam jaringan perdangangan
antara selat Malaka dan Jawa serta Laut
Arafuru antara Bali dengan daerah luar
Bali seperti India, Tiongkok, Jawa dan

penduduk Nusantara lainmya yang
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disebut wong Sumatera (Suarbhawa
2010).

Empat abad setelah kedatangan
pertama tersebut terjadi kedatangan
kedua, yakni setelah jatuhnya Makas-
sar di akhir abad ketujuh belas. Bali
kembali menerima kedatangan Bu-
gis Muslim yang melarikan diri aki-
bat kekalahannya dari Belanda
(Johny, Latif, & Sumidi 2016). Para
pendatang Bugis ini, sebagaimana
oleh

penguasa Bali diberi lahan dan hak

pendatang Jawa sebelumnya,
untuk mengelola komunitasnya dalam
bentuk perkampungan di Desa Loloan
yang terletak di wilayah Singaraja, dan
Tuban di Kabupaten Badung. Masya-
rakat Muslim yang sudah datang dan
bermukim sejak masakerajaanini meng-
alami proses akulturasi dan asimilasi
tertentu. Hal ini ditunjukkan Sarlan
(2009) yang menelusuri pembentukan
komunitas Muslim di berbagai wilayah
di Bali.

Kolonialisasi yang pada abad ke-19
turut memberikan pengaruh tersendi-
ri terhadap relasi antarkelompok yang
berbeda di pulau dewata tersebut. Kebi-
jakan Baliseering misalnya telah mengu-
bah relasi-relasi klasik yang ada antara
kawula dengan gustinya (puri) akibat
masuknya administrasi Belanda hingga
ke tingkat banjar. Unit pemerintahan
terkecil di Bali. Demikian halnya dengan
sistem pemerintahan di masa Indonesia
modern, sistem demokrasi dan ekonomi

Masyarakat Muslim Bali dan Muslim Baru:
Dari Kawula hingga Warganegara

modern turut memberikan warna pada
hubungan antara Hindu Bali dengan
Muslim Bali dan Muslim Baru.

Panjangnya sejarah hubungan an-
tara masyarakat Hindu dengan ma-
syarakat Muslim di Bali, telah memben-
tuk suatu pola hubungan tertentu. Hal
inilah yang tampaknya mempengaruhi
tingkat toleransi yang cukup tinggi di
pulau seribu pura ini. Setara Institute
pada Indeks Kota Toleran lalu menem-
patkan Denpasar di rangking 12 dari
94 kota yang ada di Indonesia. Ibukota
Provinsi Bali ini memperoleh indeks
5,533, sedangkan posisi pertama ditem-
pati Kota Singkawang dengan indeks
6,583 (Setara Institute 2022).

Denpasar berdasarkan data yang
dirilis Setara sejak 2015, tidak pernah
menempati 10 besar kota toleran mau-
pun 10 besar kota paling tidak toleran
diantara 94 kota yang dinilai. Dengan
kata lain posisinya ada pada kelompok
menengah, sebagai gambaran pada
2017 misalnya, Denpasar menempati
peringkat 25 kota toleran, lalu mening-
kat sedikit ke peringkat 24 pada 2018.
Sehingga dapat disimpulkan berdasar-
kan IKT bahwa tingkat toleransi di Kota
Denpasar mengalami peningkatan sig-
nifikan dari peringkat 24 ke peringkat
12 kota toleran.

Indeks Kota Toleran diukur ber-
dasarkan empat indikator penting yai-
tu: Pertama, regulasi atau kebijakan
yang kondusif untuk praktik dan pro-
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mosi toleransi. Kedua, pernyataan dan
tindakan aparatur pemerintahan yang
mencerminkan dukungan terhadap hal
tersebut. Ketiga, perilaku antar entitas
kota, baik yang bersifat horizontal an-
tarwarga, maupun vertikal antara war-
ga dengan pemerintah kota. Keempat
tata kelola keberagaman identitas kea-
gamaan di tingkat kota dalam bentuk
relasi-relasi dalam heterogenitas de-
mografis warga kota.

Proses perjalanan kewarganegaraan
masyarakat muslim dalam kajian ini
mengacu proses sejarah masuknya mus-
lim ke Bali pada masa Kklasik, perkem-
bangan pada masa kolonial hingga di-
namika masa kontemporer. Pemahaman
terhadap proses sejarah terbentuknya
komunitas muslim di Bali ini penting
untuk memahami kedalaman relasi ke-
warganegaraan terkait perubahan ben-
tuk pemerintahan, kolonialisasi hingga
menguatnya desa adat paska reformasi.
Relasi kewarganegaraan dimaksud akan
tercermin dari perubahan posisi sejak
masa klasik sebagai kawula hingga masa
Indonesia modern sebagai warganegara,
dengan dinamika interaksi antara ma-
syarakat Muslim, puri, dan masyarakat
Hindu Bali. Pendekatannya adalah pa-
tron-klien dan kewarganegaraan se-
bagai alat analisis posisi Muslim Bali dan
Muslim Baru sejak masa klasik sebagai
kawula hingga menjadi warganegara di
masa Indonesia modern. [stilah Muslim
Bali dan Muslim Baru akan digunakan

dalam tulisan ini untuk membedakan
komunitas yang terbentuk pada era
klasik dalam posisi sebagai kawula, dan
yang terbentuk paska kolonialisasi, khu-
susnya setelah Baliseering hingga masa
Indonesia modern.

Ke-kawula-an dan Kewarganegaraan

Bali pada masa klasik sebagaima-
na berbagai wilayah di dunia, mene-
rapkan sistem kerajaan dalam bentuk
sistem kekerabatan dalam masyarakat
berkasta. Bentuk relasi kuasa pada
masa dapat disebut relasi patron-klien
atau kawula-gusti. Scott sebagaimana
dikutip Baghdasaryan (2017: 1037)
menyatakan bahwa relasi patron-klien
memiliki beberapa fitur seperti ketidak-
setaraan, resiprokalitas, ‘karakter tatap
muka’ dan ‘fleksibilitas’ yang tersebar.
Selain itu juga ditandai dengan keper-
cayaan, kasih sayang, dan rasa kewa-
jiban yang berkembang seiring ber-
jalannya waktu.

Hubungan patron-klien menurut
Scott dapat didefinisikan sebagai kasus
khusus ikatan diadik (dua-orang) yang
melibatkan sebagian besar instrumen
pertemanan dimana individu dengan
status ekonomi lebih tinggi atau patron,
menggunakan pengaruh dan sumber
daya pribadinya untuk menyediakan
perlindungan atau manfaat, bahkan
keduanya sekaligus bagi individu de-
ngan status lebih rendah atau klien.
Sebagai imbalannya klien menawarkan

48 Jurnal IDENTITAS Volume 3 Nomer 02, September 2023



bantuan dan dukungan umum, hingga
layanan pribadi kepada patron. Perbe-
daannya dengan suap menurut Hicken
(2011: 292) adalah suap merujuk tran-
saksi sementara pada waktu tertentu,
sedangkan klientelisme merujuk pada
hubungan transaksional yang berulang
atau berkelanjutan.

Clientship dan kewarganegaraan
memiliki beberapa persamaan, dianta-
ranya adalah seperti tidak terlepas dari
agensi, memberikan semacam identi-
tas sebagai makhluk politik, dan dapat
dianugerahi atau mempertahankan
legitimasinya. Sedangkan perbedaan-
nya adalah relasi patron-klien ditan-
dai ketidaksetaraan, pertukaran antara
dukungan dengan keuntungan materi,
bantuan dibandingkan hak, ketentu-
an bersifat kontingensi dibandingkan
undang-undang, adat istiadat diban-
dingkan prosedur, dan ikatan pribadi
dibandingkan hubungan formal. Oleh
karena itu para akademisi biasa menem-
patkan clientship dan kewarganegaraan
politik dalam posisi berhadapan. Dalam
clientship, loyalitas dan hasrat klien un-
tuk memilih didasarkan pada karisma
pemimpin dan pengakuan atas Kketi-
daksetaraan posisi seseorang, bukan
pada motif ideologis, yang disebut oto-
ritarianisme yang dinegosiasikan (Tay-
lor 2004: 214-215).

Hal ini menurut Taylor (2004: 215-
216) dapat dimaknai bahwa hubungan
kekuasaan para pihak diakui, bahkan
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diterima sebagai sesuatu yang secara in-
heren dan sangat nyata tidak setara, na-
mun kedua pihak saling membutuhkan
dalam upaya mencapai tujuan masing-
masing. Oleh karena itu, bahkan pihak
yang terdominasi pun tetap memiliki
kekuasaan tertentu meski sangat terba-
tas. Jadi perbedaan paling nyata antara
kewarganegaraan dan clientship ada-
lah kesenjangan antara pemilih dengan
pemimpinnya. Relasi clientship meng-
andalkan kesenjangan antara patron
dan klien yang memposisikan klien tidak
independen, sehingga pilihan pemimpin
sangat ditentukan oleh patron. Sedang-
kan dalam relasi kewarganegaraan,
lembaga politik yang bersifat otonom
dan pemenuhan hak sipil dan politik
warganegara mengandaikan setiap war-
ganegara dapat memilih pemimpinnya
sesuai kehendaknya. Dengan kata lain,
klien tidak memiliki kedaulatan dalam
memilih pemimpin, sedangkan dalam
relasi kewarganegaraan kedaulatan ter-
letak di tangan warganegara. Schneider
& Zuniga-Hamlin (2005) menyebutnya
sebagai perbedaan antara partikular-
isme dengan universalisme.

Perbedaan yang lebih variatif dipa-
parkan (Fox 1994: 152-154) yang men-
jelaskan bahwa apabila terjadi transisi
dari klientelisme ke kewarganegaraan
yang lebih ideal, salah satu indikatornya
ialah proses di mana masyarakat miskin
mendapatkan akses terhadap sumber
daya material dalam bentuk apa pun
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dari negara, tanpa harus kehilangan hak
untuk mengartikulasikan keinginan-
nya secara otonom. Dengan kata lain
tanpa ada paksaan untuk membangun
hubungan patron-klien, sebagaima-
na dapat terjadi pada negara dengan
sistem politik demokratis sekalipun.
Contohnya meski telah melaksanakan
pemilihan secara reguler; kaum miskin
kerap diposisikan untuk mengorbankan
hak politiknya demi akses terhadap pro-
gram-program bantuan sosial. Sesuatu
yang mengancam pemenuhan hak-
hak kewarganegaraan dan konsolidasi
demokrasi.

Fox (1994: 157-158) membeda-
kan berbagai tingkat pemaksaan men-
jadi Klientelisme otoriter, semiklien-
telisme, dan kewarganegaraan sebagai
kutub-kutub yang kontinum. Baginya,
klientelisme otoriter ditandai dengan
kemampuan elit politik untuk menega-
kkan kepatuhan melalui ancaman pe-
maksaan, sementara relasi semi kliente-
lis mendorong kepatuhan lebih banyak
melalui ancaman penarikan imbalan
dibandingkan dengan penggunaan hu-
kuman. Kasus pembelian suara dapat
digunakan untuk menunjukkan perbe-
daan diantara keduanya, yaitu penggu-
naan kapasitas koersif bagi klientelisme
otoriter, dan bujukan elektoral untuk se-
miklientelisme.

Para akademisi seperti Scheider &
Zuniga-Halim (2005: 203-208), Lazar
(2004: 228) dan Ismailbekova (2012:

325-326) memandang bahwa Kklien-
telisme dan kewarganegaraan tidak ber-
tentangan, melainkan dapat hidup ber-
dampingan. Tidak selalu negatif, bahkan
terkadang memiliki peran positif dalam
demokratisasi, memajukan praktik hak-
hak sosial atau partisipasi politik warga
negara.

Warganegara yang tergolong kelom-
pok marjinal misanya, dapat memaju-
kan hak-haknya melalui praktik klien-
telisme. Sehingga Lazar menyatakan
bahwa klientelisme adalah bagian dari
praktik kewarganegaraan. Sedangkan
[smailbekova memandang perluasan
hubungan kekerabatan dapat mem-
benarkan ikatan patron-klien. Bentuk
hubungan ini diyakini mengurangi hi-
rarki, penuh rasa saling percaya, dan
bersifat timbal balik. Klien meyakini
menjadi bagian dari pemilik kekuasaan
melalui patron, dan diharapkan me-
matuhi norma kekerabatan dan kepu-
tusan yang diambil patron atas nama
mereka.

Pendapat tersebut dilengkapi Gay
(1998: 7-15) yang memandangnya se-
bagai strategi politik populis. Dimana
sisi positifnya adalah dapat mencegah
pengorganisasian dan protes massa
yang terpinggirkan sebagai klien, kare-
na ketergantungannya terhadap niat
baik patron. Kerap kali klien mengejar
tujuan kolektif, dan membuat kesepa-
katan tertentu dengan politisi. Bantuan
dari politisi mungkin dianggap sebagai
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hak oleh masyarakat dan dibalas de-
ngan dukungan politik, demikian ber-
laku sebaliknya. Praktik klientelisme
bisa saja mengandung muatan ideologis
dan pemilihan berbasis kesetiaan patro-
nase dengan memilih berdasarkan hati
nurani bukan sesuatu yang kontradiktif.

Penulis berpandangan posisi kawula
dari masa klasik hingga rakyat di masa
modern telah mengalami dinamika dari
pola patron klien, hingga dalam posisi
sebagai warganegara. Meskipun, dalam
realitas politiknya praktik patron klien
masih berlanjut dalam sistem demokra-
si dari masa orde lama hingga saat ini.

Muslim Bali sebagai Kawula di Masa
Klasik

Bali sejak masa klasik tampaknya
telah memiliki sifat terbuka terhadap
berbagai bangsa yang singgah dalam
konteks perdagangan. Prasasti Kintama-
ni E menyitir Saputra yang dibuat pada
masa kekuasaan Raja Ekajaya Lancana
misalnya secara jelas menunjukkan bah-
wa perdagangan merupakan salah satu
penopang perekonomian Bali di masa
klasik. Prasasti berbahasa Jawa kuno
tersebut menyebutkan keberadaan re-
gulasi dari raja terkait perdangangan
kapas, bawang merah, bawang putih,
dan kemiri. Prasasti juga menyebut-
kan pengaturan terkait pajak, serta
memuliakan pemimpin dua agama yaitu
Siwa dan Buddha yang disebut mpungku
siwasogata (Saputra et.al 2018),
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Lanskap keagamaan inilah yang
telah terbentuk di Bali pada masa ke-
datangan masyarakat Islam. Menurut
Saidi & Anshori (2002: 9-13) kedata-
ngan paling awal adalah pada masa pe-
merintahan Dalem Ketut Ngalesir yang
memeritah antara 1380-1460 M. Hal
ini terkait dengan kedatangan 40 orang
prajurit pengiring sebagai hadiah dari
Majapahit kepada Dalem Ketut. Menyi-
tir Mashad (2014: 119-120) keempat
puluh Muslim yang mengiringi Ngalesir
dari Majapabhit setelah tiba di Bali, men-
jadi abdi dan menetap di kerajaan Gel-
gel. Pihak puri kemudian memberikan
tanah perdikan atau di Bali dikenal se-
bagai pecatu sebagai tempat bermukim
dan mengijinkan perkawinan dengan
perempuan lokal.

Sistem pecatu adalah sistem peng-
hibahan tanah oleh raja kepada kawula
yang diikuti kewajiban membagi hasil
pengolahan tanah kepada raja, serta
kewajiban-kewajiban lain dalam ben-
tuk pengabdian atau ngayah dalam ber-
bagai aktivitas puri, dari ritual hingga
pekerjaan fisik dan berkesenian. Poedja
yang mengutip Korn, menyatakan bah-
wa pengerahan penduduk desa juga
dapat dilakukan melalui para bende-
sa (kepala desa) baik untuk pekerjaan
perbaikan bendungan, aktivitas adat di
puri, hingga urusan peperangan. Garis
instruksinya adalah dari patih ke bende-
sa lalu diteruskan ke para kelian banjar,
pengerahan seperti ini disebut ayahan
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gebug gumian atau ayahan bebanjaran.
Sedangkan untuk ayahan yang bersi-
fat pribadi diterapkan sebagaimana
kontrak antara pemilik tanah dengan
petani penggarapnya atau penanding.
Perbandingannya untuk puri dengan
petani penggarap tanah pecatunya ada-
lah dengan sistem nandu atau maro,
yakni hasil dibagi dua sama rata (Poedja
1989: 39-41).

Patron mungkin mendapat man-
faat lebih banyak dari hubungan terse-
but dibandingkan kliennya menurut
Scott, namun kendati demikian patron
membutuhkan klien sehingga juga ha-
rus memberikan benefit tertentu un-
tuk klien. Hal inilah yang membedakan
relasi patron-klien dengan hubungan
‘paksaan murni atau otoritas formal.
Seorang patron biasanya hanya memi-
liki sedikit klien yang memiliki ikatan
interpersonal langsung dengannya, se-
mentara sebagian besar kliennya ter-
hubung melalui perantara atau broker
(Baghdasaryan 2017: 1036-1037). Rela-
si puri dengan masyarakat melalui ban-
jar mencerminkan relasi patron-klien
melalui aparatus banjar sebagai peran-
tara. Relasi demikian tampaknya ber-
laku bagi seluruh banjar yang ada, ter-
masuk bagi kelompok masyarakat luar
Hindu Bali di masa klasik.

Dalam skala-skala lokal terjadi be-
ragam aktivitas, rutinitas, praktik sosial,
relasi, komunikasi sosial serta praktik
tradisi yang berkelanjutan sehingga

tetap memungkinkan para aktor so-
sial di dalamnya melakukan mobilitas
bahkan migrasi dari satu lokal ke lokal
lain (Giddens 1996: 118). Lokalitas da-
lam konteks teritorial menyitir Santoso
(2006: 240) basis rujukannya adalah
unit terkecil, yakni desa atau kampung
dalam konteks negara. Keberagaman
antar unit terkecil ini mewakili perbe-
daan geografis dan kondisi alamnya. Se-
mentara dalam konteks sosio kultural,
lokalitas mewakili dinamika dan peru-
bahan masyarakat yang tercermin dari
perbedaan tipologi kultur, corak budaya,
keyakinan dan agama, sistem ekonomi
dan lain-lain.

Muslim Bali dan Muslim Baru ada-
lah istilah yang dipilih dalam tulisan ini
untuk menggambarkan dua jenis komu-
nitas Muslim yang hidup di Bali. Muslim
Bali adalah komunitas lama yang sudah
tiba pada masa Bali klasik dan mengala-
mi suatu derajat lokalisasi atau Bali-
nisasi dalam dimensi teritorial maupun
sosio kultural. Diantara cirinya adalah
memiliki tanah pemberian patronnya
di masa lalu yakni pihak puri, memiliki
komunitas yang hidup di tanah tersebut,
menggunakan bahasa Bali hingga meng-
adopsi penamaan dan menyerap tradisi
Bali dalam kultur keagamannya.

Sedangkan Muslim Baru adalah
umat Islam yang memasuki Bali di era
modern, yakni sesudah proyek Bal-
iseering dan berkembangnya tradisi
keagamaan yang tidak lagi baur sei-
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ring berkembangnya pendidikan Islam
pada masa tersebut. Komunitas ini juga
tidak memiliki tanah pemberian dari
puri, cenderung hidup terpisah tanpa
komunitas, meskipun bukan berarti
tanpa akulturasi sama sekali. Namun
jika dibandingkan, kelompok pertama
memiliki tingkat akulturasi yang jauh
lebih dalam dibandingkan yang kedua.
Tidak seperti Muslim Bali yang lebih
adaptif terhadap kebudayaan dan tra-
disi Bali, Muslim di Bali cenderung ber-
jarak secara kebudayaan.

Pengelompokan sejenis telah dilaku-
kan (Mashad 2014) dengan menyebut-
kan kategori Muslim Era Lama, namun
tidak menyebutkan adanya kategori
muslim era baru. Pembahasannya ha-
nya sedikit menyinggung mengenai
kampung-kampung “baru” Islam di Bali,
setelah era Indonesia. Muslim Era Lama
ini tersebar di daerah Klungkung, Ba-
dung dan Denpasar, Buleleng, Jembrana,
Tabanan, Karangasem, Gianyar hingga
Bangli.

Secara etnisitas, Muslim Bali terdiri
dari orang Jawa, Bugis dan Sasak yang
telah menetap di wilayah Bali sejak
masa klasik. Diantaranya berasal abdi
yang dihadiahkan dari Majapahit, bang-
sawan dan sisa pasukan yang melarikan
diri, orang taklukkan dan sebagainya.
Pembeda utamanya dengan Muslim
Baru adalah ruang hidupnya yang be-
rupa kampung Muslim di wilayah yang
batas-batasnya telah ditentukan oleh
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puri pada masa klasik. Komunitas Mus-
lim Bali diberikan ruang otonomi untuk
mengatur sendiri komunitasnya, seba-
gian ada juga yang berbentuk banjar,
misalnya tampak pada nama daerah
Banjar Jawa di Singaraja yang diyakini
adalah wilayah awal sebelum komunitas
Muslim dipindahkan ke Pegayaman.

Pola banjar untuk komunitas selain
masyarakat Hindu Bali ini sebenarnya
masih diterapkan pada masa setelah ke-
merdekaan. Misalnya untuk umat Bud-
dha di Kelurahan Kuta, yang diberikan
hak membentuk banjar pada 1968. Lo-
kasi banjar bernama Dharma Semadhi
ini berada di area sebuah vihara berar-
sitektur Tiongkok yang di Bali disebut
konco, sedangkan di Jawa disebut klen-
teng. Sebagaimana banjar pada umum-
nya, banjar ini juga dipimpin seorang
kelian, dengan Sekaa Teruna Teruni
(STT) dan kelompok Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain
untuk umat Buddha yang kebanyakan
berasal dari etnis Tionghoa, banjar ini
juga mengayomi orang tionghoa secara
umum di wilayahnya (Rat 2022).

Penerapan serupa juga masih ber-
laku di wilayah bekas kekuasaan Kera-
jaan Klungkung di Pulau Lombok. Ma-
syarakat Islam, Hindu maupun Buddha
di pulau yang berbatasan laut dengan
Bali tersebut, hingga saat ini masih me-
nerapkan sistem banjar. Umat Hindu di
Lombok umumnya adalah para peran-
tauan Bali dan keturunannya, sedang-
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kan umat Islam dan Buddha adalah
masyarakat dari suku Sasak (Hanip, SPN
& Diana RR 2022: 173-176). Fungsi ban-
jar di Lombok berkaitan daur kehidupan
warganya, diantaranya perkawinan dan
kematian, sehingga dikenal istilah ban-
jar “merariq” atau banjar perkawinan
dan banjar “mate” untuk banjar kema-
tian. Namun saat ini fungsinya berkem-
bang sehingga mencakup pula bidang
pendidikan, kesejahteraan, kesehatan,
hingga pewarisan tradisi (Hadi, MS &
Sawaludin, M 2018: 28).

Interaksi antarbudaya kemudian
terjadi sepanjang perjalanan pemben-
tukan komunitas Muslim Bali. Hasil-
nya adalah suatu sintesa yang men-
jadi praktik tradisi yang diturunkan
oleh masyarakat muslim Bali kepada
generasi penerusnya, yang khas dan
berbeda dengan muslim di wilayah
lainnya. Komunitas muslim Bali ba-
nyak menyerap lokalitas Bali, sebagai
contoh masyarakat Muslim di Pegaya-
man menurut Budiwanti (1995: 120-
123) menyerap tradisi pajegan, sesa-
jian buah dan jajanan yang dirangkai
menyerupai gunungan, yang biasa di-
junjung di kepala oleh para perempuan
Hindu. Perbedaannya hanya dari digan-
tinya canang dengan bunga, dan peng-
gunaan daun base yakni sirih dalam ba-
hasa Bali. Sementara bahan lain seperti
buah dan jajanan serta batang pisang
sebagai penopang tetap digunakan.
Oleh karena itu pajegan Muslim Bali ini

disebut sokok base yang dibuat setiap
perayaan Maulud Nabi. Pajegan lain-
nya ada yang disebut sokok taluh, yakni
sokok base yang ditambabh taluh (telur)
untuk merayakan Muludan Taluh. Bah-
kan tradisi persiapan menjelang hari
raya Galungan dan Kuningan bagi umat
Hindu pun, diserap saat perayaan Idul
Fitri dan Idul Adha, yakni mulai dengan
Penapean (membuat tape) pada H-3,
Penyajaan (membuat jajanan) di H-2
dan penampahan (menyembelih he-
wan) H-1, serta pada H+1 disebut Ma-
nis Lebaran. Identik dengan penamaan
umat Hindu Bali dalam perayaan Galu-
ngan dan Kuningan.

Lebih jauh lagi, adaptasi bahkan
terjadi hingga batas-batas sakral, se-
bagaimana terjadi antara Hindu dan
Buddha berlanggam Tiongkok sebagai-
mana tampak dalam keberadaan tempat
ibadah umat Buddha Tionghoa di ber-
bagai pura di Bali seperti di Tanah Kilap
(Santoso, Setiawan, & Nilasari 2017: 27-
34), demikian pula di Pura Endek Tam-
blingan yang menurut Bagus (2013: 13)
terdapat pemujaan oleh dua etnis yaitu
orang-orang Bali beragama Hindu dan
orang-orang Tionghoa beragama Bud-
dha yang menghormati Ratu Syahbandar
sebagai dewa rejeki. Praktik yang sama
juga ditemukan di Pura Besakih-Karang-
asem, Pura Batur dan Pura Balingkang di

Kintamani.

Demikian pula tampaknya yang ter-
jadi antara Hindu dan Muslim Bali, di-
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antaranya adalah keberadaan Geguritan
Ahmad Muhammad yakni suatu kidung
yang penting bagi umat Islam dan Hin-
du khususnya di Desa Pamogan. Kidung
ini adalah instrumen penting menjelang
upacara melasti sebelum perayaan Nye-
pi. Pelantunan kidung dilakukan saat
sesajen yang ditutupi kain putih ber-
bentuk kubah dipersembahkan (Sulis-
tiono, Halid, & Misbah 2017: 51). Seba-
liknya logo swastika digunakan di pintu
Masjid Jami Singaraja, selain itu pola
ornamen Bali juga tampak pada pintu
masjid. Mihrab masjidnya berpola mirip
pelinggih Bathara. Pola meru juga dapat
dilihat pada Masjid Keramat di Kajanan
(Buleleng) dan juga mesjid di Kampung
Gelgel yang tidak berbentuk kubah me-
lainkan tumpang yang umumnya di-
pakai pada bangunan suci umat Hindu
(Kartini, 2011: 133). Bentuk akulturasi
lainnya adalah keberadaan Pura Dalem
Jawa atau Pura Langgar di Bangli yang
sesajennya tidak menggunakan daging
babi (Renawati 2014: 7-8).

Hal ini tampaknya tak terlepas dari
relasi politik kawula-gusti di masa
klasik, dimana kebijakan keagamaan-
nya bersifat top down. Kerajaan-kera-
jaan di Bali tampaknya memiliki kebi-
jakan yang identik dengan kebijakan
keagamaan di Majapahit yang cende-
rung sinkretis. Hal ini juga yang tam-
paknya terjadi pada komunitas muslim
yang datang ke Bali di era Majapahit
tersebut. Oleh karena itu, tampak jelas
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bahwa komunitas Muslim Bali, memili-
ki derajat asimilasi yang demikian da-
lam terhadap budaya dan keagamaan
di Bali. Asimilasi ini tampak jelas dalam
penggunaan bahasa, urutan nama anak
ala Balj, relasi dengan puri, dan parti-
sipasi dalam kegiatan di pura tertentu
yang diterapkan Muslim Bali hingga
masa kontemporer.

Bahasa Bali masih menjadi bahasa
sehari-hari Muslim Bali untuk berko-
munikasi dengan sesamanya. Demikian
juga dengan urutan nama depan anak
yang khas Bali seperti wayan untuk
anak pertama, made anak kedua, nyo-
man anak ketiga, dan ketut anak keem-
pat dan varian lainnya. Pola ini disebut
catur warga dalam masyarakat Hindu
Bali. Komunitas Muslim Bali di Pegaya-
man biasa menggabungkan nama de-
pan tersebut dengan nama-nama Isla-
mi seperti Achmad, Saiful, Mohammad
dan sebagainya. Mengenai penggunaan
nama Bali pada Muslim Bali dapat disi-
mak dalam Sulistiono, Halid, & Misbah
(2017: 49-50). Sedangkan relasi de-
ngan puri terkait dengan penghibahan
semacam tanah adat dari pihak puri ke-
pada komunitas Muslim Bali.

Relasi antara puri dengan Muslim
Bali secara kultural masih terjalin hing-
ga saat ini, sebagaimana tampak pada
dilibatkannya kesenian khas Muslim
Bali Kepaon yang disebut Rodat, dalam
upacara palebon Ida Cokorda Peme-
cutan XI pada 2022 lalu (Febri 2023).
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Kesenian Rodat yang ditampilkan dalam
upacara palebon tersebut di atas, memi-
liki ciri kesenian melayu dengan gerak
pencak dan iringan musik khas melayu.

Menurut Daliman pendaratan Mus-
lim Bugis dengan perahu pinisi dan
lambo terjadi tahun 1667 di pantai
selatan Desa Perancak. Salah seorang
pimpinannya adalah Daeng Nachoda.
Para penguasa Bali kemudian meman-
faatkan pengetahuan, keterampilan dan
ketangguhan para pelaut Bugis untuk
kepentingan pengembangan pelabu-
hannya. Muslim Bugis kemudian mulai
memegang peranan sebagai syahban-
dar, dan berkembang juga peranannya
di bidang politik, militer, sosial dan bu-
daya. Keturunan Bugis ini tersebar dari
wilayah Jembrana hingga Pulau Sera-
ngan di Kabupaten Badung (Daliman
2012: 258-259).

Pada masa kontemporer dimana
agama terpisah secara tegas, sulit mem-
bayangkan tingkat akulturasi sedemiki-
an dalam. Namun hal ini dapat dijelas-
kan menurut Hauser (2004: 36) bahwa
kedua entitas yang dipandang demikian
berbeda di masa sekarang, baik dari sisi
agama, etnis, dan kebudayaan. Di masa
lalu tidaklah dipandang sebagai entitas
yang berbeda, melainkan hanya kerag-
aman dalam praktik ritual dan spiritu-
al. Perbedaan tersebut dianggap bagian
dari keragaman akibat perbedaan asal
wilayah hingga guru, sehingga prak-
tik yang bersifat baur sulit dihindari.

Jadi selain kebijakan keagamaan dari
penguasa yang cenderung sikretis,
fleksibilitas pemikiran keagamaan di
masa lampau juga memungkinkan ben-
tuk-bentuk baur dalam tradisi keagama-
an di praktikkan di tengah-tengah kawu-
la.

Kampung-kampung Islam yang
penghuninya dapat dikategorikan se-
bagai Muslim era lama menurut Mas-
had (2014: 136-183) atau Muslim Bali
dalam kajian ini diantaranya adalah
Gelgel dan Lebah di Klungkung, Loloan
di Jembrana, Pegayaman di Buleleng,
Kepaon di Denpasar, Serangan di Kabu-
paten Badung, dan Kecicang di Karang-
asem. Umumnya kampung-kampung
terbentuk dari sisa-sisa pasukan atau-
pun parekan (abdi) asal luar Bali yang
pernah mengabdi sebagai kawula kera-
jaan yang ada di wilayah tersebut.Relasi
puri-pura-banjar sebagaimana umum
berlaku di Bali pada masa klasik terse-
but, tampaknya berlaku juga terhadap
komunitas Muslim Bali dengan “wilayah
adat” dan “banjar’nya yang ditetapkan
oleh puri.

Geertz (2017: 45-147) membedah
secara sangat detail relasi “negara” de-
ngan “desa” pada masa Bali klasik, mulai
dari pengorganisasian kelas penguasa
hingga penggorganisasian desa melalui
sistem perbekel, irigasi, dan perekono-
mian. Penguasa di Bali adalah mereka
yang berasal dari kasta triwangsa yakni
brahmana, ksatria, dan sudra, sedang
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rakyat kebanyakan adalah sudra. Na-
mun diantara triwangsa, hanya ksatria
yang tampil sebagai raja politis seka-
ligus idealitas, sisanya adalah druwe
atau “kepemilikan” raja.

Para brahmana adalah penyalur ke-
suciannya melalui penguasaan teks-teks
agama, pelengkap kekuasaan raja yang
dianggap kurang suci. Namun brahma-
na juga bagian dari “kepemilikan” atau
druwe raja tak berbeda dengan wilayabh,
kawula, sungai, lautan dan sebagainya.
Raja dengan purinya adalah pusat dari
mandala, dan ia memerintah melalui
kekuasaan bertingkat dari keluarganya,
dengan ciri makin jauh dari pusat ma-
nadala bermakna kekerabatannya ma-
kin jauh. Para kerabat jauh ini biasanya
menjadi elit di desa-desa yang jauh dari
pusat kekuasaan, ia adalah jaba (luar)
bagi sang jero (dalam) yang berada di
pusat. Namun sekaligus ia adalah jero
bagi kawula di wilayah desa-desa seki-
tarnya.

Bentuk-bentuk politik berbasis ke-
lokalan yang disebut desa tersebut,
menurut Geertz, memainkan peranan
yang vital dalam tiga ruang utama yakni:
komunitas, irigasi, dan ritual masyarakat
desa.Adapun bentuk institusinya adalah
banjar untuk kewargaan desa, subak
untuk kewargaan irigasi, dan pemak-
san untuk kewargaan pura. Di luar itu
masih dapat disaksikan pada masa mo-
dern terdapat ruang kewarganegaraan
juga melalui sekaa yakni perkumpulan
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berbasis fungsi seperti sekaa pemetik
kelapa, sekaa nelayan, sekaa gong, dan
sebagainya. Muslim Bali dengan relasi
kawula gusti, memiliki kewarganega-
raan di ketiga ruang tersebut, termasuk
di berbagai sekaa profesi.

Posisi kampung muslim dengan
“wilayah adat” dan hak mengatur sendi-
ri wilayahnya tersebut untuk tempat
ibadah, pemukiman hingga kuburan
dapat diidentikkan dengan sebuah ban-
jar. Apalagi keberadaan nama wilayah
seperti Banjar Jawa, yang merupakan
wilayah sebelum masyarakat muslim
dipindahkan ke Pegayaman. Sementara
di Desa Candi Kuning juga terdapat Ban-
jar Candi Kuning II yang khusus untuk
warga Muslim (Rat 2023). Keberadaan
banjar bagi umat Buddha Tionghoa,
serta banjar bagi umat Buddha Sasak di
wilayah Kerajaan Klungkung di Lombok,
tampaknya dapat menjadi pembanding
untuk meyakini eksistensi kewargane-
garaan desa untuk muslim Bali baik da-
lam bentuk banjar maupun sistem kam-
pung tersendiri pada masa klasik.

Sementara di bidang irigasi, jelas
hingga masa modern para petani Mus-
lim Bali menjadi anggota Subak di be-
berapa wilayah. Sedangkan untuk ranah
ritual, kewarganegaraan pura bagi Mus-
lim Bali tentu tidak sebagai pemaksan
yang hanya dapat dilaksanakan bagi
yang beragama Hindu.

Bentuk baur dalam tradisi keagama-
an sebagaimana diterangkan di atas
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menurut Mashad bahkan masih terjadi
juga di Jawa pada era 70-an dimana ia
menyaksikan tradisi umat Islam Jawa
yang secara substantif bernuansa Hin-
du. Contohnya meletakkan sesaji pada
takir kecil di perempatan jalan, pohon
besar, sudut-sudut tertentu, kuburan,
persawahan dan sebagainya. (Mashad
2014). Penelitian lebih dalam menge-
nai kewarganegaraan banjar, subak, dan
pura bagi masyarakat non Hindu Bali di
masa klasik menarik untuk dilakukan.
Kajian semacam itu akan dapat meleng-
kapi anatomi politik Geertz yang ber-
fokus pada masyarakat yang pada masa
Indonesia modern disebut Hindu Bali
dan kemudian Hindu Dharma.

Masyarakat Muslim Baru

Kedatangan pendatang muslim dari
luar Bali yang berlangsung sejak masa
klasik telah membentuk kampung-kam-
pung Muslim Bali yang tersebar di ber-
bagai wilayah sebagaimana tersebut di
atas. Kedatangan kolonial Belanda, dii-
kuti dengan upaya penaklukkan terha-
dap para penguasa di Bali. Belanda baru
sepenuhnya menguasai Bali pada 1908,
setelah kerajaan Badung, Buleleng dan
Klungkung ditaklukkan dan dimulailah
era kolonial di Bali. Pemerintah kolo-
nial kemudian berupaya memulihkan
keamanan dan kendali atas wilayah
ini. Bali kemudian ditetapkan menjadi
bagian dari Pax Nederlandica, tatanan
politik ketatanegaraan bersifat perse-

makmuran semu di bawah pimpinan
Ratu Wilhelmina. Kebijakan politik etis
sebagai wujud persemakmuran semu
pun dimulai. Politik balas budi ini pada
prinsipnya mengakui adanya kewa-
jiban moral pemerintah kolonial ter-
hadap bangsa jajahannya. Implikasinya
adalah penetrasi administrasi kolonial
menyentuh jauh ke pusat masyarakat
atas nama perdamaian, ketertiban hu-
kum kolonial, dan kemakmuran ma-
syarakat jajahan (Ardika, Parimartha, &
Wirawan 2013: 467-468).

Politik etis atau balas budi menurut
Picard (2006: 24-29), dilaksanakan di
Bali setelah Belanda mendapatkan ke-
caman keras dunia internasional akibat
pembantaian terhadap para prajurit
Kerajaan Badung yang melakukan pupu-
tan. Pasukan Belanda ketika itu menem-
baki seluruh pasukan yang berpakaian
adat serba putih dengan keris terhunus
hingga tak bersisa. Hal ini melahirkan
citra memalukan bagi pemerintah kolo-
nial Belanda di dunia internasional. Oleh
karena itu, untuk memperbaiki citranya
pemerintah Belanda mengimplementa-
sikan kebijakan politik etis di Bali dalam
bentuk usaha peningkatan kecerdasan,
kesejahteraan dan kemakmuran, per-
lindungan terhadap tradisi dan budaya
masyarakat melalui proyek Baliseering.

Picard (2006: 27) menggunakan
pernyataan dari G.P Rouffaer, direktur
Bali Instituut yang didirikan 1915, un-
tuk menggambarkan keinginan pemer-
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intah kolonial kala itu:

“Biarkan orang Bali menjalani
kehidupan asli mereka yang
indah, bebas dari gangguan
apa pun! Pertanian mereka,
kehidupan perdesaan mereka,
bentuk pemujaan mereka sendiri,
kesenianreligius, dan kesusastraan
mereka, semuanya itu
menunjukkan suatu kebudayaan
pribumi bersifat otonom dengan
kelenturan dan kekayaan yang
langka. Maka janganlah dibangun
jalur kereta api di Bali. Jangan
pula membuka perkebunan kopi
Barat; dan terutama janganlah
membuat pabrik gula! Tetapi
jangan juga mengijinkan suatu
kegiatan misionaris agama di
Bali, baik yang Islam (pribumi
penuh semangat dari daerah-
daerah Hindia Belanda lainnya),
Protestan, maupun Katolik Roma.
Biarkanlah administrasi kolonial,
dengan dukungan kuat pemerintah
Belanda, memperlakukan Bali
sebagai suatu permata langka
yang wajib dilindungi dan yang
keperawanannya harus dijaga
utuh”

Baliseering memposisikan Bali se-
bagai museum hidup Majapahit, yang
harus dilindungi dari Kristenisasi, Is-
lamisasi dan pemikiran modern liberal
barat. Namun melalui proyek ini pula
Belanda memisahkan jalinan puri-pu-
ra-banjar yang merupakan struktur di
masa Bali klasik. Mengubah relasi kawu-
la-gusti antara kawula Bali yang dalam
konteks tulisan ini terdiri atas Hindu
Bali dan Muslim Bali.

Masyarakat Muslim Bali dan Muslim Baru:
Dari Kawula hingga Warganegara

Keberadaan masyarakat adat se-
bagai suatu kesatuan pemerintahan
dengan wilayah tersendiri mendapat
rekognisi pada masa kolonial Belanda
melalui rechtsgemeenschap (Kartoha-
dikoesoemo 1984: 45). Sementara desa
sebagai satuan pemerintahan diatur
pertama kali melalui Staatsblad No-
mor 13 Tahun 1819, yang menjamin
hak penduduk desa dalam menentu-
kan kepemimpinan desanya. Belanda
dengan tepat menyasar desa sebagai
target untuk memisahkan masyarakat
agraris perdesaan dengan gustinya. Me-
mindahkan posisi puncak piramida pa-
tron-klien, dari para jero ke penguasa
kolonial dengan menerapkan struktur
organisasi modern.

Pemerintah kolonial menurut Agung
(1993: 25), setelah menaklukkan Bule-
leng 1954, mulai memetakan Bali secara
administratif dengan membentuk Ka-
residenan Bali dan Lombok pada 1881,
dipimpin seorang residen yang ber-
tanggung jawab langsung ke Gubernur
Jenderal di Batavia. Residen Bali Lom-
bok berkedudukan di Singaraja, dan
dibantu oleh dua asisten residen yang
masing-masing memimpin Bali Utara
dan Bali Selatan. Asisten residen memi-
liki posisi sebagai notaris yang sekaligus
bertugas mengawasi dan memastikan
raja-raja mematuhi perjanjian-perjanji-
an yang sudah dibuat.

Selanjutnya pada 1938 Belanda
menurut Sumakto (2013: 11) melaku-
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kan reorganisasi besar-besaran di Hin-
dia Belanda, diantaranya membentuk
Provinsi Timur Besar termasuk Bali di
dalamnya. Saat itu Bali dibagi dalam
daerah-daerah swapraja dengan 8 sub
wilayah. Rajaadalah pemegang kekuasa-
an tertinggi di daerah swapraja, namun
diawasi seorang kontrolir pemerintah
Belanda, yang bertindak sebagai “pe-
nasehat raja”. Maka berubahlah relasi
kawula gusti dengan pemerintahan ber-
pusat di tengah mandala yang berkait
antara puri-pura-banjar. Digantikan or-
ganisasi teritorial barat, dengan residen
di puncaknya, kontrolir di samping raja
pribumi, serta raja dan penguasa distrik
yang disebut punggawa. Organisasi pe-
merintahan kolonial ini menghapuskan
relasi kawula gusti, melalui penghapu-
san kewajiban ngayah bagi para petani
kepada rajanya yang disebut pengayah
kedalem, digantikan dengan tanam pak-
sa untuk kepentingan kolonial. Selain
itu juga dilakukan perubahan sistem
perpajakan, sedangkan raja diberikan
semacam gaji meskipun tidak semua
raja bersedia sehingga menyebabkan
adanya berbagai variasi kebijakan yang
berbeda di tiap wilayah.

Kebijakan Belanda ini lah yang tam-
paknya memutus hubungan tradisio-
nal kawula petani dengan rajanya yang
diikat melalui sistem tanah pecatu, di-
mana raja memberikan hak menggarap
kepada petani yang disebut penyakap
dengan ketentuan para petani wajib

menyerahkan sebagian hasil kepada raja
dengan pembagian 1:1 atau sistem nan-
du, maro atau ngapit. Selain itu penya-
kap juga memiliki kewajiban moril yang
disebut ngayah untuk pekerjaan-peker-
jaan adat di puri seperti perkawinan,
ngaben, dan upacara di pura milik para
bangsawan (Poedja 1989: 39).

Relasi kawula gusti menurut penu-
lis seakan berpindah dari rakyat Bali
secara umum sebagai kawula, melalui
banjar yang terhubung dengan raja di
purinya, menjadi rakyat Bali dengan
penguasa kolonial Belanda. Sebab tanah
yang menjadi pengikat hubungan pa-
tron klien antara puri dan rakyat dalam
hukum adat Bali, diambil alih Belanda
dan diatur berdasarkan hukum barat.
Relasi-relasi tradisional dengan spirit
keagamaan, digantikan dengan relasi
modern antara penjajah dengan subyek-
nya yang diatur melalui berbagai hukum
perdata maupun pidana. Guna melan-
carkan berbagai pengaturan tersebut,
penguasa kolonial menurut Poedja
(1989: 45) menempatkan pejabat pe-
merintahan di masing-masing wilayah
kerajaan dan mengintrodusir sistem
perbekelan untuk menjalankan admi-
nistrasi pemerintahan desa bercorak
modern, yang kemudian disebut desa
dinas, sementara desa adat dilestarikan
untuk mengurus adat istiadat terutama
yang terkait dengan Kahyangan Tiga.

Kebijakan kolonial inilah yang tam-
paknya memisahkan antara yang adat
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dan yang dinas. Antara masyarakat pra
politik yang guyub dalam naungan feo-
dalisme tradisionalnya, menjadi subyek
kolonial yang terbagi atas masyarakat
adat dan masyarakat non adat. Masya-
rakat Hindu Bali secara adat memiliki
banjar dan desa adatnya sendiri, semen-
tara masyarakat lain termasuk Muslim
Bali diakomodasi di banjar dan desa di-
nas yang kelak disebut kelurahan.

Oleh karena itu sejak Bali jatuh sepe-
nuhnya ke tangan Belanda, raja berbagai
kerajaan di Bali tidak lagi dapat mem-
berikan tanah pecatu kepada kawula
sebagaimana di masa sebelumnya, kare-
na sejak 1870 Belanda mengesahkan
agrarische wet dan agrarische besluit.
Kedua peraturan ini mengubah se-
cara drastis relasi kawula gusti melalui
sistem penguasaan tanah di Bali oleh
puri, melalui sistem pajak tanah, peng-
aturan tanah ayahan, jual beli hingga
sistem bagi hasil sesuai hukum Belanda.
(Poedja, 1989: 50). Oleh karena itu, baik
masyarakat Bali maupun pendatang
muslim, sejak masa itu tidak lagi memi-
liki peluang untuk mendapatkan tanah
pecatu dari pihak puri sebagaimana
masa sebelumnya. Masyarakat muslim
yang tidak lagi memiliki tanah pembe-
rian dari puri inilah yang dikategorikan
Muslim Baru dalam tulisan ini, dengan
ciri tidak tergabung dalam komunitas
kampung Muslim Bali, dan hadir setelah
Bali sepenuhnya dikuasai Belanda pada
1908.

Masyarakat Muslim Bali dan Muslim Baru:
Dari Kawula hingga Warganegara

Hindia Belanda pada awal abad
keduapuluh tersebut menjadi saksi
pertumbuhan sekolah-sekolah seperti
milik Tiong Hoa Hwe Koan yang men-
capai 75 cabang dalam 5 tahun (Nabi-
la, 2021: 170-176). Di sisi lain, Sekolah
Taman Siswa disambut dengan antusias
oleh masyarakat sehingga pada akhir
1920-an, telah berdiri sebanyak 52 se-
kolah dengan 6500 siswa. Puncaknya
pada 1936, Taman Siswa memiliki 113
cabang dan terus berkembang, meski-
pun pada 1932 pemerintah Belanda
mengeluarkan larangan mendirikan
sekolah tanpa seijin pemerintah kolo-
nial, melalui peraturan Wildeschoolen
Ordonantie atau ordonansi sekolah liar

(Tsuchiya 2019: 156).

Sementara di kalangan Islam menu-
rut Sodikin (2023: 454), banyak mendi-
rikan pesantren pada abad ke-19 hing-
ga awal abad ke-20 seiring kembalinya
kaum terdidik dari Timur Tengah. Con-
tohnya adalah Pondok Pesantren Tebu
Ireng di Jombang 1899, Pondok Pesan-
tren Tambak Beras, Jawa Timur, 1919,
Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta
pada 1911, dan Pondok Pesantren Su-
kamanah, Cipasung pada 1930 di Jawa
Barat dan sebagainya. Selain itu, organi-
sasi Islam seperti Muhammadiyah pada
1925 tercatat telah memiliki 29 cabang
sekolah, dan empat tahun kemudian te-
lah berkembang menjadi 80 cabang se-
kolah. Sedangkan Nahdlatul Ulama yang
didirikan pada 1926) selain berkegiatan

Jurnal IDENTITAS Volume 3 Nomer 02, September 2023 61

=



——— M Masyarakat Muslim Bali dan Muslim Baru:

Dari Kawula hingga Warganegara

di bidang keagamaan dan sosial, juga
mendirikan madrasah Salafiyah. Materi
pendidikannya adalah ilmu-ilmu agama
dan bahasa Arab dengan sistem sorogan
dan bandongan.

Steenbrink sebagaimana dikutip
Ramayulis (2011: 268-340) menga-
nalisis penelitian Van Den Berg pada
1886, menyimpulkan bahwa Profil pe-
santren pada akhir abad kesembilan
belas direpresentasikan studi fikih dan
tata bahasa arab. Pesantren menggu-
nakan kitab-kitab masa pertengahan
dari dunia Islam sebagai rujukan utama,
yang mendekati Alquran tidak secara
langsung melainkan melalui seleksi,
khususnya melalui kitab fikih. Pesantren
sangat tertutup saat itu, sebagai bentuk
pertahanan diri terhadap pengaruh
barat, dalam cakupan budaya maupun
agama. Namun para pembaharu kemu-
dian muncul dari kalangan Islam, dan
melahirkan madrasah, sebagai hasil in-
tegrasi sistem pesantren dan sekolah
modern.

Pesatnya perkembangan pendidikan
[slam di Jawa juga dibarengi transisi ce-
pat dari bentuk baur menjadi bentuk
baru yang semakin minim pengaruh
budaya lokalnya. Muslim Bali pun tam-
paknya mengalami pergeseran, salah
satunya melalui anak-anak yang dikirim
ke Jawa untuk belajar agama. Generasi
inilah yang kemudian lebih mendekati
karakteristik santri, dibandingkan gene-
rasi sebelumnya yang bisa dikatakan

lebih ke karakteristik abangan. Namun
generasi yang lebih santri ini masih
tetap menjadi Muslim Bali karena tetap
menjadi bagian dari kampung Islamnya,
menguasai bahasa Bali, dan memahami
adat istiadat setempat.

Anak-anak Hindu Bali dalam kon-
teks pendidikan pada masa politik etis
juga dikirim ke Jawa oleh orangtuanya,
dan mendapatkan pengaruh nasional-
isme, anti kolonialisme dan feodalisme.
Kolonial menurut Picard (1999: 15-49)
melakukan kategorisasi, organisasi, dan
kontrol terhadap masyarakat Bali den-
gan memanfaatkan dua konsep kun-
ci yaitu kasta dan desa. Hal ini mulai
mendapat perlawanan oleh kaum in-
telektual non bangsawan atau jaba an-
tara 1920 hingga 1930 an. Mereka meno-
lak status berbasis keturunan, sebalik-
nya mendorong merit system atau status
berdasarkan prestasi dan jasa, gagasan
kaum intelektual jaba modernis ini dise-
barkan melalui jurnal Surya Kanta.

Di sisi lain, kelompok aristokrat atau
jero yang meski berusaha beradaptasi
dengan modernitas, tetap konservatif
pada isu kasta dan adat. Kelompok ini
menyebarkan gagasannya melalui Bali
Adnyana. Kelompok pertama meng-
usung gagasan keagamaan Hindu uni-
versal tanpa kasta, sedangkan yang
kedua berusaha mempertahankan Hin-
du dengan sistemnya pada masa klasik,
dengan sistem kasta dan adatnya meski-
pun dengan beberapa adaptasi terha-
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dap modernitas. Namun keduanya sa-
ma-sama menggunakan bahasa Melayu
yang menurut Picard adalah indikasi
bahwa sudah tumbuh kesadaran bahwa
Bali adalah bagian integral dari entitas
yang lebih besar.

Maka setelah Belanda melakukan
berbagai perubahan terhadap tatanan di
Bali dan memberlakukan politik etis, ter-
jadi perubahan lanskap keagamaan de-
ngan lahirnya generasi Muslim Bali yang
lebih santri, generasi Hindu Bali yang
termasuk intelektual jaba modernis dan
jero moderat-konservatif. Secara politik
posisi gusti berpindah dari puri kepada
penguasa kolonial, yang dapat mengen-
dalikan masyarakat hingga ke tataran
banjar melalui keberadaan banjar dinas
dan desa dinas. Sementara masyarakat
adat dengan banjar dan desa adatnya, se-
olah ditempatkan di ruang vakum untuk
merayakan semua ritus dan tradisi agar
tidak mengganggu kestabilan kekuasaan
kolonial.

Desa adat sudah dikenal sejak abad
ke-9 di Bali, dengan nama desa pakra-
man. Jenis desa ini memiliki kedaula-
tan atas urusan parahyangan atau ter-
kait peribadatan (Hindu), pawongan
atau kemasyarakatan dalam arti sosial,
dan palemahan yakni wilayah adatnya.
Parimartha mengutip Liefrieinck me-
nilai bahwa kedaulatan tersebut men-
dekati semacam republik kecil dengan
hukum dan aturan adat tersendiri se-
belum kedatangan Majapahit, dengan

Masyarakat Muslim Bali dan Muslim Baru:
Dari Kawula hingga Warganegara

ciri memiliki 3 pura yakni puseh, bale
agung, dan dalem. Jenis desa ini direkog-
nisi pada masa kolonial Belanda sebagai
desa adat (Parimartha 2013).

Sementara desa dinas memiliki po-
sisi sebagai wakil resmi pemerintah
Hindia Belanda dalam menjalankan tu-
gas-tugas administratif seperti sensus
penduduk, pencatatan sipil, memungut
pajak, hingga pengaturan tanam paksa,
sedangkan desa adat berfungsi sebagai
pengemban tradisi adat, budaya dan
keagamaan. Menurut Sumakto (2013:
16) pada 1908 pemerintah kolonial Be-
landa membuat ketentuan yang mem-
batasi pemberian pelayanan pribadi
dan bahan mentah untuk kepentingan
puri oleh para petani penyakap. Pe-
merintah kolonial menegaskan bahwa
pemilik sawah pecatu harus menunai-
kan kerja paksa selama dua puluh hari
kerja, menyerahkan dua bambu, tiga
atap, dan enam batu paras. Sedangkan
untuk pecatu tegalan wajib menyerah-
kan satu bambu dan lima ratus genteng
bambu. Kewajiban-kewajiban petani ke
pihak puri dihapuskan dengan alasan
kewajiban terkait ucapara nyepi, tang-
gul-tanggul dan saluran tidak pernah
terdapat dalam kesusasteraan di Bali.
Dengan kata lain, kewajiban para petani
yang mendapat tanah pecatu tidak lagi
kepada pihak puri tapi beralih ke pe-
merintah kolonial Belanda. Penambah-
an lembaga baru perbekelan di dalam
konstelasi kuasa di Bali ini turut mengu-
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bah relasi kawula gusti dengan tatanan
kekuasaan mandala antara jero dan jaba
sebagaimana kajian Picard di atas.

Selain menerapkan politik etis di
bidang pendidikan, melalui Baliseering
Belanda mendorong Balinisasi sekali-
gus pengembangan pariwisata. Hal ini-
lah yang mendorong arus pendatang
dari Jawa dan Lombok ke Bali. Namun
menurut Ramseyer dan Tisna yang me-
ngutip Dwikora, urbanisasi dan migrasi
penduduk luar ke Bali seperempat abad
terakhir telah mengakibatkan peruba-
han komposisi demografis Bali, secara
etnis, agama, daerah asal maupun sta-
tus sosial. Perubahan ini berpengaruh
signifikan terhadap kehidupan orang
Bali, akibat kompetisi yang makin ketat
dalam memperebutkan ruang ekonomi
dan sosial. Orang Bali menjadi sema-
kin defensif dalam menjaga suku dan
agamanya, menjadi kian etnosentris
(Ramseyer & Tisna 2003: 192).

Di sisi lain di kalangan Muslim Bali
pun hadir generasi yang lebih santri, di-
tambah pendatang baru dari Jawa yang
tidak lagi memiliki ikatan dengan puri,
karena datang setelah gustinya ada-
lah Belanda. Kedatangan pada masa ini
menumbuhkan kelompok baru yang
disebut Muslim Baru dalam tulisan ini.
Muslim Baru tidak memiliki komuni-
tas “adat” dengan wilayah tersendiri
sebagaimana Muslim Bali, memperta-
hankan kultur Jawa Muslim yang baru
atau sederhananya lebih mendekati

kultur santri, tidak berbahasa Bali, tidak
lagi mempraktikkan tradisi yang baur
dan sebagainya.

pada 1917 Setiti
sebagai

Bali
atas

Apalagi
dibentuk
pembentukan Sarekat Islam (SI) di

respon

Bali. Lima tahun sebelumnya, H.O0.S
Cokroaminoto melakukan perubahan
terhadap Sarekat Dagang Islam menjadi
SI melalui seorang notaris di Solo dan
memperoleh pengesahan pemerintah
Belanda. Diantara perubahannya adalah
perluasan cakupan kegiatan SI dari
semula hanya perekonomian, meluas
hingga politik dan agama. (Suwondo
1978: 26) Sehingga dapat dikatakan
mulai terjadi penguatan identitas
kelompok yang semakin jelas, ditambah
dengan pelaksanaan politik segregasi
Belanda yang menempatkan Katolik,
Kristen, dan Islam sebagai ancaman

adat Bali dalam konteks Baliseering.

Berbeda dengan Muslim Bali yang
tumbuh dari tradisi agraris, Muslim Baru
tumbuh di area urban, khususnya di Kota
Denpasar, dan meramaikan kompetisi
di bidang perekonomian informal se-
perti tukang bakso, sate, warung makan,
pembuat tempe, hingga penjual di pasar.
Sedangkan di industri pariwisata yang
mulai dikembangkan kolonial saat
itu semua kelompok memasuki area
baru ini, baik di sektor formal maupun
informal. Secara proporsi tentu jumlah
terbesar tenaga kerja di berbagai sektor

tersebut adalah pekerja Hindu Bali.
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Kondisi sosial masyarakat di Bali
menjadi lebih kompleks dengan ber-
bagai perkembangan tersebut, dari
tatanan yang lebih sederhana di masa
klasik dimana semua kawula lebih padu
dalam relasi kawula gusti di masyarakat
agraris, meski terdiri dari suku dan aga-
ma yang berbeda dengan batas-batas
antaragama tidak terlalu tegas karena
praktik baur yang menjadi kebijakan
keagamaan masa itu. Masa kolonial me-
ngubah tatanan tersebut, terutama pada
struktur gusti yang tidak lagi di tangan
para aristokrat tradisional melainkan
penguasa kolonial Belanda. Selain itu
juga diterapkan kebijakan segregasi de-
ngan narasi ancaman terhadap budaya
Bali, baik oleh Katolik dan Kristen mau-

pun Islam serta budaya liberal barat.

Selain kebijakan kolonial, perkemba-
ngan dalam pendidikan umat Islam di
masa pemberlakuan politik etis telah
membentuk generasi yang lebih “murni”
keislamannya dibanding generasi sebe-
lumnya yang masih terpengaruh cukup
kuat oleh era Hindu Buddha di Jawa.
Maka dimulailah pemisahan secara kul-
tural antara Muslim Bali dengan “ta-
nah adatnya” dan tingkat akulturasi
yang tinggi, dengan Muslim Baru yang
berjarak secara kultur dan tanpa komu-
nitas solid dan “tanah adat”.

Muslim Bali dan Muslim Baru di
Tengah Desa yang Berubah

Desa sejak masa klasik hingga ko-
lonial menurut Nurcholis (2015: 5-6)
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senantiasa dieksploitasi oleh penguasa
sebagai alat mobilisasi dan kontrol pen-
duduk bukan untuk memberikan pe-
layanan kepada warga desa. Baik kolo-
nial Belanda maupun Jepang, keduanya
tidak menempatkan desa sebagai ba-
gian dari sistem pemerintahan formal.
Pada masa kerajaan dan VOC, penguasa
desa memerankan diri sebagai kawula
penguasa, di masa Rafles sebagai media-
tor penarik pajak bumi, land rente, dan
di masa kolonial Belanda dan Jepang
sebagai pengawas dan mediator negara.

Oleh karena itulah dalam sidang-si-
dang BPUPKI 1945 Yamin dan Soepomo
mengusulkan agar seluruh kesatuan
masyarakat hukum adat seperti desa,
nagari, gampong, kuria, dan sebagainya
diperbaharui dan dirasionalkan sesuai
dengan perubahan kondisi jaman, dan
diposisikan sebagai daerah otonom ke-
cil berbasis adat yang menjadi peme-
rintahan bersifat istimewa. Gagasan ini
mewujud dalam Penjelasan Pasal 18
UUD 1945 dan dituangkan dalam UU
No. 22 Tahun 1948.

Perubahan terjadi ketika Orde Baru
mengesahkan UU No. 5 Tahun 1979,
yang membubarkan desa tradisional
dan Desa Praja, kemudian membentuk
lembaga baru yang disebut pemerin-
tah desa dengan mereplikasi ku jaman
Jepang baik struktur, organisasi, fungsi
maupun tugasnya. Ku pada masa pen-
dudukan Jepang bukanlah bagian dari
sistem birokrasi, melainkan lembaga
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informal dengan tugas melaksanakan
program pemerintah atasan. Kondisi
ini melemahkan keberadaan desa adat,
sedangkan desa bentukan orde baru
melalui undang-undang ini disebut desa
Orde Baru atau diistilahkan desa dinas
yang kelak berlanjut hingga UU No. 22
Tahun 1999.

Hal ini menunjukkan Kkecenderu-

ngan otoritarian dan militeristik

dari penguasa Orde Baru, dengan
melemahkan desa adat yang lebih
otonom dan mengembangkan desadinas
sebagai alat mobilisasi dan kontrol. Bali
dengan desa dinas di bawah perbekel,
dan desa adat dibawah bendesa juga
merasakan dampak undang-undang
tersebut, dimana desa dinas memegang
peranan lebih utama dibandingkan
desa adat. Sebagaimana dinyatakan
Nurcholis, orde baru memberikan tugas
pokok desa sebagaimana dilakukan
penjajah Jepang yaitu memobilisasi
dan mengawasi penduduk: meng-
Golkar-kan rakyat desa, mensukseskan
program pemerintah pusat seperti
Keluarga Berencana, pemberantasan
buta huruf, indoktrinasi P4, mendata
penduduk dari keterlibatan G 30 S
dan keanggotaan partai politik, hingga
mobilisasi  penduduk  berdasarkan
perintah dari pemerintah atasan seperti
penanaman massal padi jenis PB dan IR,
penyemprotan hama wereng, kampanye
Golkar, sambutan pejabat, kerja bakti,

dan lain-lain.

Klientelisme di Indonesia meny-
itir Aspinall (2013: 32-34) memiliki
pola klientelisme terpilar di era 1950-
1960an, dan Kklientelisme terpusat masa
Orde Baru. Pola terpilar di masa orde
lama, ditandai persaingan keras antar
aliran politik yang dimanifestasikan oleh
partai politik atau organisasi massa ter-
tentu. Pada era ini, seluruh partai politik
masih memiliki akses hingga level desa.
Masyarakat pada periode ini - khusus-
nya di tingkat Desa - lebih memiliki ak-
ses terhadap sumber daya ekonomi, in-
formasi, hingga kanal partisipasi melalui
keterkaitan organisasi daerah dengan
aliran tertentu. Di sisi lain, aktor-aktor
politik pun dapat mengakses sumber
daya ekonomi yang masih terkonsentra-
si di negara untuk didistribusikan pada
pendukungnya melalui organisasi yang
terafiliasi dengan aliran tersebut. Pada
era orde baru ini sentralisme dan mo-
nopoli, menjadi ciri dari hubungan pa-
tron-klien, yang bersifat berjenjang, top
down, dan berdasarkan struktur pirami-
da dengan presiden sebagai puncaknya.

Sedangkan Cho menyatakan bah-
wa orba dengan otoritarianismenya,
membangun sentralisme kekuasaan
yang tidak hanya terkait monopoli poli-
tik, tetapi juga monopoli ekonomi dan
sosial. Pola ini bertahan hingga run-
tuhnya orba pada 1998 karena kuatnya
kontrol atas kanal kekuasaan di ber-
bagai lingkup, mulai partai politik, mi-
liter, hingga organisasi masyarakat sipil,
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dengan penggunaan koersi militeristik
(Cho 2012: 14).

Relasi antarkelompok pun menga-
lami dinamika seiring dengan peruba-
han dari masa kolonial sebagai subyek,
menjadi warganegara dengan berdiri-
nya negara modern Indonesia. Dalam
konteks Bali, posisi desa menjadi faktor
penting sejak masa pra politik di era
Bali klasik, masa kolonial maupun masa
politik Indonesia. Pada masa Indone-
sia modern, perjalanan otonomi desa
sangat dipengaruhi dinamika otonomi
daerah. Orde baru dengan mantra sta-
bilitas politik sebagai penunjang pem-
bangunan nasional, hanya menempat-
kan desa dalam konteks administratif, di
bawah kecamatan dan pengaturannya
diseragamkan melalui Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979.

Posisi desa berubah setelah masa
reformasi dengan terbitnya Undang-Un-
dang Nomor 22 Tahun 1999 yang
mengembalikan otonomi desa yang
ditandai desentralisasi kekuasaan dan
pengakuan hak adat istiadat dan bera-
da di daerah Kabupaten. Namun hal ini
hanya bertahan lima tahun karena pada
2004 terbit Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah-
an Daerah dengan kecenderungan re-
sentralisasi, desa berada dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mekanisme kontrol terhadap kepala
desa hilang, dengan berubahnya fungsi
Badan Perwakilan Desa menjadi Badan
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Permusyawaratan Desa. Sehingga desa
sebagai entitas yang berdaya secara poli-
tik dan ekonomi tidak lagi sepenuhnya
otonom (Habibi, 2012: 46).

Perubahan konsep otonomi desa
yang paling serius adalah pergeser-
an dari “otonomi pengakuan” menjadi
“otonomi pemberian”. Secara filosofis
tentu pengakuan bermakna pemerin-
tah mengakui kewenangan yang sudah
dimiliki desa sebelum keberadaan In-
donesia, sebagai hak adat istiadatnya.
Sedangkan pemberian bermakna desa
mendapatkan otonominya. Konsekuensi
dari pergeseran tersebut mempengaruhi
tiga hal yaitu: Pertama otonomi tradisio-
nal berubah menjadi otonomi rasional.
Kedua, perubahan kelembagaan dari
lembaga kemasyarakatan menjadi lem-
baga pemerintah daerah yang berskala
kecil. Ketiga, sumber keuangan, berubah
dari iuran partisipasi masyarakat men-
jadi bantuan dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapa-
tan Belanja Daerah (Wasistiono & Tahir
2011: 23).

Pengakuan terhadap desa adat
yang lebih tegas baru tertuang dalam
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun
2014, dimana negara mengakui hak
asal usul dan/atau hak tradisional desa
dan desa adat yang selanjutnya disebut
desa. Menurut Rozaki dan Rinandari
(2003) yang menyitir Kartohadikoe-
soemo ciri-ciri masyarakat hukum adat
yang otonom adalah: Pertama, memiliki
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hak atas wilayah yang ditentukan oleh
batas-batas yang sah. Kedua mengurus
dan mengatur pemerintahan dan ru-
mah tangganya sendiri. Ketiga, memilih
dan mengangkat kepala daerahnya atau
majelis pemerintahan Sendiri. Keem-
pat, memiliki harta benda dan sumber
keuangan sendiri, dan kelima, memu-
ngut pajak secara mandiri.

Memasuki masa reformasi hingga
kini, perubahan struktur politik yang
turut mempengaruhi pola hubungan
Klientelistik tidak hanya terkait de-
ngan kenyataan pascaotoritarianisme.
Hal ini juga karena aspekaspek transisi
dan konsolidasi demokrasi lain, seper-
ti desentralisasi. Secara garis besar,
klientelisme masih terus berlangsung
dengan pola yang memiliki warna masa
praOrde Baru, seperti mengakar di
daerah dan berbasis kompetisi politik,
tetapi dengan perbedaan pada bentuk
resiprositas yang terjadi dan sifat dari
kompetisi tersebut. Tidak hanya dengan
politik uang, tetapi juga dengan ben-
tuk-bentuk lain yang selanjutnya akan
dibahas.

Kesimpulan

Perubahan relasi kuasa di Bali dan
perkembangan Islam di Jawa memiliki
pengaruh terhadap proses pembentu-
kan komunitas Islam di Bali. Muslim Bali
terbentuk di masa klasik dimana relasi
kuasa patron-klien dalam bentuk kawu-
la-gusti terjadi terhadap semua subyek

kerajaan-kerajaan melalui penguasaan
atas tanah oleh pihak patron, dalam hal
ini para jero di puri. Ke-kawula-an pada
masa klasik terjalin dengan kerjasama
pengolahan tanah oleh para petani de-
ngan imbalan kepatuhan dan pelayanan
kepada pihak puri, disamping pemba-
gian hasil panen. Ayah-ayahan dalam
bentuk tenaga untuk keperluan adat dan
spiritual di puri, penampilan kesenian,
hingga terkait keprajuritan. Hal ini juga
menjadi sistem yang mendukung prak-
tik baur dalam keagamaan. Ngayah yang
dapat diterjemahkan melayani, menjadi
kewajiban seluruh kawula tanpa mem-
bedakan suku dan agamanya. Sisa-sisa
tradisi ini masih tampak dilakukan Mus-
lim Bali yang memang memiliki ikatan
kultural dengan puri yang telah mem-
berikan tanah “adat” di masa lalu.

Kedatangan kolonial Belanda me-
ngubah relasi tersebut dengan memu-
tus kewajiban ngayah dari para kawula
kepada pihak puri. Jadi hubungannya
menjadi terbatas dalam bentuk pemba-
gian hasil panen, bahkan sebagian wak-
tu petani digunakan untuk tanam paksa
yang hasilnya diserahkan pada Belanda.
Keanggotaan klien atau ke-kawula-an
pada masa Kkolonial pada prinsipnya
hanya memindahkan puncak piramida
kekuasaan dari jero dengan institusi
puri, ke penguasa Belanda dengan struk-
tur kekuasaan modern. Salah satunya
melalui pembentukan desa dinas, dan
mengisolir desa adat pada fungsi ritus
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dan lingkup adat tanpa kekuasaan
politik.

Pendatang muslim dari luar Bali yang
datang setelah masa ini tidak lagi memi-
liki relasi kawula-gusti dengan raja-raja
di Bali sehingga tidak memili semacam
tanah adat sebagaimana sebelumnya.
Kelompok inilah yang disebut Muslim di
Bali, dan kondisi ini menyebabkan keter-
pisahannya dengan kelompok sebelum-
nya, baik dengan masyarakat Hindu Bali
maupun Muslim di Bali. Apalagi dengan
perkembangan Islam di Jawa yang kemu-
dian menghadirkan bentuk komunitas
Muslim yang baru, menggeser bentuk
baur dari masa sebelumnya. Di sisi lain,
komunitas Hindu sejak akhir kolonial

Pada masa kemerdekaan Indonesia,
Sukarno tidak banyak mengubah posisi
desa adat, karena hanya memperkuat
hasil Baliseering dengan memposisikan
Bali sebagai destinasi wisata dunia, de-
ngan melestarikan dan mengembang-
kan seni dan budaya Bali. Demikian
juga dengan Suharto, yang justru mem-
perkuat posisi desa dinas atas desa adat
dalam sistem otoriter militeristiknya.
Posisi ini menempatkan warganegara
sebagai masa mengambang yang karak-
teristiknya lebih mendekati kekawula-
an melalui agensi-agensi yang menjadi
kanal kekuasaan orde baru.

Berbeda dengan masa orde lama
dimana politik aliran mencapai hing-
ga tingkat desa, orde baru menutup
akses partai ke desa, hanya Golongan
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Karya yang memiliki akses hingga ting-
kat desa karena dinyatakan sebagai
peserta pemilu yang bukan partai. Se-
hingga dapat dikatakan bahwa relasi
patron-klien hanya dapat dilakukan pe-
nguasa tertinggi Golkar yaitu Presiden
Suharto. Posisi Muslim di Bali pun tidak
berbeda dengan rakyat secara umum,
bahkan lebih buruknya lagi terdapat
masa dimana orba justru menekan
kelompok Islam di Indonesia, termasuk
di Bali. Keberadaan beberapa elit mus-
lim di posisi wakil bupati dan jabatan
lainnya, semata-mata karena dwifungsi
ABRI dimana tokoh-tokoh militer dapat
ditempatkan di berbagai posisi atas
restu presiden.

Praktik kewarganegaraan yang le-
bih berkembang mulai terjadi setelah
Indonesia memasuki masa reformasi.
Namun seiring dengan desentralisasi
kekuasaan, masyarakat adat mengala-
mi penguatan melalui pengaturan yang
lebih tegas mengenai desa adat. Maka
pada era reformasi desa dinas yang
dominan pada era sebelumnya melalui
pendekatan top down, melemah dengan
menguatnya posisi desa adat. Posisi desa
dinas lebih ke arah administrasi tanpa
kekuasaan politik sebagaimana yang di-
miliki desa adat. Kewarganegaraan Mus-
lim Bali maupun Muslim di Bali pada era
ini, seolah harus berhadapan dengan
bentuk ke-kawulg-an baru atas nama
adat, dengan perbedaan antara krama
wed, krama tamiu, dan tamiu.
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Baik Muslim Bali maupun Muslim di
Bali dimasukkan sebagai tamiu dalam
konteks desa adat. Dengan posisi terse-
but dalam praktik kewarganegaraan
Indonesia tidak ada persoalan berarti
karena posisi seluruh warganegara ada-
lah setara. Namun, posisi desa adat yang
kuat dapat mempengaruhi keputusan
yang menghadirkan ketidaksetaraan di-
antara warganegara.

Masyarakat Hindu Bali memiliki po-
sisilebih menguntungkan dengan penga-
turan ini, karena aspek partisipasi dan
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